PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP








 Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan 
pemerintahan dan pembangunan. Dana besar yang dibutuhkan oleh pemerintah 
tersebut bisa dihimpun dari berbagai sumber. Salah satunya yakni berupa iuran dari 
masyarakat. Bentuk iuran dari masyarakat salah satunya adalah pajak.  Pajak 
menurut (Brata et al., 2017) dapat mencerminkan sebuah kegotongroyongan 
masyarakat dalam membiayai negara yang juga berperan sebagai sumber 
penerimaan negara yang pasti. Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber 
pendapatan negara ini juga akan digunakan dalam melakukan pembangunan 
nasional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 hasil dari pemungutan pajak digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.  
 Menurut UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
UMKM di Indonesia memiliki kriteria bedasarkan aset dan omzet sebagai berikut; 
Usaha Mikro memiliki aset maksimal 50 juta dan omzet maksimal 300 juta. Usaha 
kecil memiliki aset lebih dari 50 juta – 500 juta dan omzet lebih dari 300 juta – 2,5 
miliar. Usaha menengah memiliki aset lebih dari 500 juta – 10 miliar dan omzet 
lebih dari 2,5 miliar – 50 miliar. Usaha besar  memiliki aset lebih dari 10 miliar dan 
omzet lebih dari 50 miliar.  
Menurut  (Mardiasmo, 2011), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 
negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap utang 
luar negeri serta suatu wujud kemandirian sebuah bangsa dalam pembiayaan 
pembangunan, yaitu salah satunya untuk menggali potensi dalam negeri. Fungsi 
pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan atau pengeluaran 
pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011). Pentingnya 
peranan pajak bagi penerimaan Negara mengharuskan pemerintah untuk lebih giat 




kepentingan tersebut tentunya perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat 
dalam bentuk kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.  
  Dikutip dari Republika.co.id (2020) peningkatan jumlah pengusaha 
UMKM tidak mempengaruhi kontribusi perpajakan. "Karena kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman perpajakan pemilik UMKM menjadi masalah dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan," katanya dalam pesan tertulis, Rabu (28/10). 
Pada kenyataannya di Indonesia penerimaan pajak per akhir Agustus 2020 anjlok 
hingga 15,6% secara tahunan. Total pajak yang diterima baru mencapai Rp 676,9 
triliun. Apabila di persentasekan, pencapaian tersebut baru mencapai 56,5% dari 
target yang sudah di tentukan dalam Perpres 72 tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.198,8 
triliun. Menurut Menteri Keuangan dalam finance.detik.com yang ditulis oleh 
(Hikam, 2020) pemerintah sudah melihat akan terjadi penurunan yang di akibatkan 
oleh pandemi Virus Corona (COVID-19) sehingga disisi lain, pemerintah 
meningkatkan pembelanjaan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. 
Peningkatan pembelanjaan yang di lakukan tentunya demi memberikan dukungan 
kesehatan untuk melindungi masyarakat, oleh pembelanjaan sosial dan juga untuk 
menunjang bisnis.  
 Dengan adanya penurunan penerimaan tersebut, pemerintah harus 
melakukan suatu upaya untuk meningkatkan kembali penerimaan pajak. Selama 
pandemi COVID-19 Perekonomian Jawa Timur turun hingga -5,9. Namun, wali 
Kota Malan  angka positif, bahkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) 
di Kota Malang mampu menopang 60% pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. 
Dikutip dari tugujatim.com usaha mikro kecil menengah (UMKM) memberikan 
kontribusi yang besar bagi ekonomi Jawa Timur. Timbul Hamongan Simanjuntak 
menyampaikan bahwa UMKM berkontribusi sangat besar dalam menopang 
pertumbuhan ekonomi jawa timur. Timbul juga mengharapkan dengan adanya 
kontribusi UMKM yang besar juga akan berdampak positif pada perkembangan 
wajib pajak sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Namun, 
mantan Kepala Bidang Pemeriksa Kanwil Malang tersebut menyayangkan kondisi 




membayar pajaknya dengan benar. Meskipun UMKM berkontribusi besar bagi 
ekonomi Jawa Timur namun kepatuhan pelaku usaha terhadap pajak dinyatakan 
masih rendah.  
Suatu hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan 
pajak yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak 
dapat dilihat dari patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan 
dirinya, menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, perhitungan dan 
pembayaran pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak. Supaya penerimaan 
pajak dapat terus meningkat maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus 
kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.  
 Chaplin (2004) mendefinisikan sebuah kepatuhan sebagai suatu tindakan 
pemenuhan, mengalah, tunduk dengan kerelaan (rela memberi, menyerah, 
mengalah) membuat seatu keinginan yang sesuai dengan harapan atau kemauan 
orang lain. Menurut (Tahar dan Rachman, 2014) kepatuhan membayar pajak 
merupakan salah satu tanggung jawab baik bagi pemerintah maupun  rakyat 
terhadap Tuhan. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus 
dipenuhi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan 
penerimaan serta pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan atas 
rakyat berdasarkan undang-undang uang berlaku. Sedangkan rakyat memiliki 
sebuah kewajiban dalam membayar pajak, yang kemudian rakyat berhak untuk 
mengawasi penggunaan iuran yang telah di bayarkan kepada negara.  (Asterina dan 
Septiani, 2019) juga menyatakan bahwa kepatuhan wajb pajak adalah suatu 
tindakan wajib pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 
 Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya 
dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan 
perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan 
mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Asterina dan 




dimiliki wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila 
pemahamnnya mengenai perpajakan cukup baik. Pemahaman wajib pajak bisa 
berupa pemahaman terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang telah ada. Selain 
pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh 
kesadaran wajib pajak dan juga sanksi perpajakan. Penelitian yang telah dilakukan 
oleh (Siregar, 2017), (Arisandy, 2017), (Brata et al., 2017), memberikan hasil 
bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan juga mampu mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. (Siregar, 2017) menyatakan, apabila wajib pajak menyadari 
bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai pembangunan 
negara hingga sarana dan prasarana umum, maka kepatuhan wajib pajak juga akan 
meningkat. Sanksi perpajakan harus dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan 
kecurangan dan yang enggan membayar pajak (Brata et al., 2017). Sanksi pajak 
juga harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut jika 
tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan 
penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan menurut (Brata et al., 2017) dapat 
menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menganggap perlu 
dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pemahaman 
perpajakan, dan sanksi perjapakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota 
Malang, dikarenakan banyaknya UMKM yang sedang berkembang dan untuk 
pengambilan data terdapat akses untuk Kota Malang.  
Rumusan Masalah  
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM di Kota Malang ? 
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM di Kota Malang ? 
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 





1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. 
2. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. 
3. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.  
 Manfaat  
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, 
khususnya dalam kajian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman 
perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan 
tambahan referensi bagi peneliti lain. Penelitian ini juga diharapkan 
menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi 
perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Terkait dengan faktor tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman 
perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara 
parsial.  
b. Bagi Direktorat Jendral Pajak  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait dengan upaya 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia. 
